KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR:
94/PW.021/74/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian Negara di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai akibat
kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan Pihak
Ketiga perlu dilakukan upaya penyelesaian kerugian Negara;

Bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian Negara
sebagaimana dimaksud diatas, perlu dibentuk Tim Penyelesaian
Kerugian Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini
adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4449);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017
tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Orgaaisasirdan.
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional
Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Tahun 2016
Nomor 791);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari
Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 757);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1018);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017
tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahu 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara terhadap
Bendara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 147);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 414);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemiliham Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan 29 November 2021.

Lampiran 1 halaman.



